AR g
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“ PERATURAN BUPATI KARANGANYAR ,
NOMOR l9 TAHUN 2014

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA C

BUPATI KARANGANYAR

. . Menimbang - : '_.a bahwa " dalam” rangka terub admlnlstra31
Bt ST pembentukan Peraturan Desa dan - untuk.

- melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6.
~Tahun 2014 tentang .Desa; ‘.perlu dilakukan
penyeragaman prosedur pembentukan dan’ evaluas1
Rancangan .Peraturan. ‘Desa - secara tcrencana N

terpadu, dan terkoordinasi;

L a b bahwa untuk maksud tersebuf- perlu membentuk‘ :. U
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan_;,‘- e

S e S ”da.n Evalua31 Rancangan Peraturan Desa

e B e e g

Llngkungan Provmm Jawa Tengah: N

’*"Indonesm Nomor 4844),

* " Indonesia Nomor 5234), o T

- St ) RS Indones1a Nomor 5495); = .

5. Peraturan Pemerintah Nomor '4-3“Tahun 2014 tentang‘f»‘;?-ﬁ o
SR Peraturan Pelaksanaan- Undang—Undang Nomor 6 .
- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara .. .

‘f,, PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN EVALUASI BRI

Lk _;‘2 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang-f(r‘,
el Pemerintahan - Daerah (Lembaran Negara Repubhk

- Indonesia’® 'I‘ahun 12004 . Nomor. 37, “Tambahan”
. Lembaran Negara: Repubhk Indonesia Nomor 4437),

. sebagaimana telah diubah beberapa ‘kali terakhir
. dengan’ Undang-Undang Nomor 12 “Tahun 2008
© tentang ' Perubahan Kedua atas ‘Undang-Undang
" Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah =
::'(Lembara_n Negara - Repubhk Indones1a Tahun 2008
 ‘Nomor -59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

. .fUndang—Undang ‘Nomor - 12 Tahun,_ 2011 tentangl.: -
% Pembentukan - " Peraturan ;- Perundang—undanganﬁf
- - (Lembaran Negara Repubhk ‘Indonesia Tahun 2011 -

.. Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk":".":'

4 f.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa S
“ . (Lembaran Negara Repubhk Indonesua Tahun 2014 B
" "Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 8

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengmgat 1 Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang“'::;:ﬂ
.. "+ Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam:‘::gz DRI

o ‘Republik Indonesia * Tahun 2014 Nomor 123, -

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a

© e



| 6 Peraturan Menten Dalam . Negen Nomor 1 RIS
- Tahun 20 14 tentang Pembentukan Produk Hukum-;, SN
" Daerah; o . ST

 Menctapkan  : PERATURAN  BUPATI = TENTANG  PEDOMAN
G YPEMBENTUKAN DAN- EVALUASI PRODUK HUKUM

BABI
KETENTUAN UMUM

: ' : Pasal 1 . i
. Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. =~ .
2. Pemerintahan" Daerah adalah Pemerlntah Kabupaten S e
R Karanganyar ' R
.~ - 3. Bupati'adalah Bupat1 Karanganyar . Sl T
4. Camat adalah Perangkat Daerah - yang mempunya1 LT
~wilayah kerja di ungkat Kecamatan dalam Kabupaten DU
' Karanganyar. Ll
~ 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang d1sebut; SHE
- dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah =~~~
. kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas =~ .
~ wilayah yang berwenang ‘untuk- mengatur dan
" ‘mengurus urusan Pcmermtahan, kepcntmganj S
-~ masyarakat setempat - berdasarkan prakarsa <
. masyarakat, hak asal usul ‘dan/atau hak ‘tradisional .~
 yang diakui dan d1hormat1 dalam sistem Pemermtahan R
. Negara Kesatuan Republik Indonesia. - R
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan L
’vPemerlntahan dan kcpentmgan masyarakat setempat.’“.
- dalam smtem pemenntahan Negara Kesatuan Repubhk SR
- Indonesia. T
" 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang' SRR
- disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa =
o scbaga1 unsur penyclenggara Pcmenntahan Desa. =
. 8. Badan ‘Permusyawaratan Desa  atau yang disebut .
. .dengan nama lain yang selanjutnya dlsmgkat BFD -
 adalah - lembaga yang melaksanakan = fungsi
. pemerintahan yang anggotanya merupakan wakxl dari - ..
- penduduk Desa berdasarkan keterwakllan Wllayah dan ST
- ditetapkan secara demokratis. = SRR
9. Peraturan di Desa adalah semua produk hukum Desa“
- yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa,
¢ dan Peraturan Bersama Kepala Desa. o ST e
- 10. Peraturan = Desa = adalah Peraturan.v- Cel
. :Perundang-undangan yang dltetapkan oleh Kepala
~ Desa setelah dibahas dan d1sepakat1 bersama BPD. =~
© 11.Peraturan- .Kepala Desa ~ adalah Peraturan*’f
Perundang—undangan yang ditetapkan oleh Kepala -
- 'Desa yang bersifat mengatur dalam . rangka =
- v,melaksanakan ‘Peraturan ~ Desa dan Peraturanf_-; I
o Perundang—undangan yang leblh t1ngg1 S




1.

D Nt IR

16,

‘ i = (2)

12

'Peraturan Bersama Kepala Desa ada.lah Peraturan’jf’? s
- "'.Perundang—undangan yang ditetapkan oleh Kepala =
~ Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka. < -
C melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturant Tt
- Kepala Desa. AT
- 13. Pengawasan adalah klanﬁkam dan cvalua31 terhadap
. Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Desa. .~ SR

14. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap =~
Peraturan Desa untuk mengetahui kesesuaiannya =
 dengan - kepentmgan ‘umum dan/atau Peraturan‘f' T
' Perundang-undangan yang lebih tinggi. R
Evaluasi adalah pengkaﬁan dan penilaian terhadap R

~ rancangan Peraturan Desa ‘untuk mengetahui -

- kesesuaiannya dengan. kepentmgan umum dan/atau
'-Peraturan Perundang—undangan yang lebih tinggi. SUESEI
Hari "Kerja adalah waktu- yang digunakan untuk"f S

o melakukan pekexjaan pada satu per1ode tertentu

(1)

. BaBI R
ASAS MATERI MUATAN, DAN JENIS
| PERATURAN DI DESA

- : Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan di - Desa harus"‘ P
e berdasarkan pada ‘asas. pembentukan Peraturan e e
Perundang-undangan yang balk mehputl " ‘ T

- .a. kejelasan tujuan; -

" b. kelembagaan atau PcJabat pembentuk yang tepat

"»:J*‘qn':-hs'o o Tp gqn_h'gb'p;-

ey

- c. kesesuaian antara _]ems h1erark1 dan mater:'*-},‘ B

_muatan o

dapat dllaksanakan L S
: kedayagunaan dan kehasﬂgunaan, SOSEREEE
kejelasan rumusan; dan S
keterbukaan. L DL .
aten muatan Peraturan dl Desa mengandung asas
‘pengayoman; - A . L
‘kemanusian;

kebangsaan; .

. kekeluargaan;

. kenusantaraan; =

Bhinneka 'I‘unggal Ika

keadilan; =

~ Pemerintahan; = c
. ketertiban dan kepasuan hukum dan AV
keselmbangan, kesera31an, dan keselarasan

[ X3

Pasal 3

J enis Peraturan di Desa mehputl

-a.
b

'Peraturan Desa;
Peraturan Kepala Desa, dan e
Peraturan Bersama chala Desa N

. kesamaan - kedudukan dalam hukum dan



R

e R T e el

= Pasal 4 -

"";(1) Maten muatan Peraturan Desa ». sebagalmanaf.:j

" dimaksud dalam - Pasal 3 huruf a adalah seluruh =~ -

: v._.vmaten muatan ~dalam rangka penyelenggaraanp SR
P emberdayaan masyarakat serta penjabaran leb1h FEEE
-lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undan g ;

-yang lebih tinggi.

(2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebaga1mana5
- dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran . -

pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.

: .(3) Materi muatan' Peraturan - Bersama - Kepala Desa o
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ adalah"f’_,f SR
penjabaran  pelaksanaan - Peraturan Desa ~dan = -
Peraturan Kepala Desa yang bers1fat penetapan e T T

Pasal 5

O Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturani-v?j’f'-"{f ORI

. Bersama Kepala Desa - tidak - boleh bertentanganfv R
© -+ dengan kepentmgan “umum dan/atau Peraturan‘:i?’*» SRR
3"?'Perundang-undangan yang Ieblh t1ngg1 ERER R,

: . BABMm S
PERSIAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

C-.

Pasal 6

o -Rancangan ‘ Peraturan Desa dapat berésal' ‘dari
- . Pemerintah Desa dan/ atau dapat berasal darl usul
1n151at1f BPD. . - | | S

Pasal 7

P "(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dlslapkan oleh‘.,:’, R

Kepala Desa d1sampa1ka.n kcpada BPD dengan surat';:
pengantar. - "

L - (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dlslapkan oleh;!_l_ B
- ... BPD dlsampaJkan kepada Kepala Desa dengan surat ':f‘:.: s
e Pengantar R SRR

Pasal 8

K (1) SosmhsaSI Rancangan Peraturan Desa yang berasal;i-:{"’": e

dari - Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
“Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan olah Sekretaris Desa. " T

B (2) Sosialisasi Rancangan Peraturan Desa yang berasal":j'j‘::'ia»:.j:j».vjb_fj.f :
“dari  BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) dllaksanakan oleh Sekrctans BPD

. BABIV L
PARTISIPASI MASYARAKAT

o Pasal 9

B (1) Masyarakat berhak memberlkan masukan ba.lk secara R R
“tertulis maupun hsan terhadap Rancangan Peraturan_v

"Desa.

| "(2) Masukan Sebaga‘mana dimaksud pada ayat (1) dapat
© disampaikan - ‘kepada Kepala Desa melalul Kepala» [

Dusun atau kepada anggota BPD




_ SR BABV SV
PEMBAHASAN RAN CANGAN PERATURAN DESA

= L : Pasal 10 LT e RIS
R (1) Rancangan Peraturan Desa d1bahas secara bersama .
" oleh Pemermtah Desa dan BPD. Lol
- (2 Ketentuan - lebih lanjut mengenau © tata 'J'”ara’;_’_ o
 pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagalmana e
_dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Tata"' WL
Tertxb BPD seisten N v o e

S ’ Pasal 11 S
(1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dan”;
" Pemerintah - Desa,- dapat dltank kembah sebelum‘,
~ - dibahas bersama BPD. -
» _':-(2) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dlbahas i
" hanya dapat ditarik kembali. berdasarkan perse’cu_]uan"-f"_f
~~ bersama BPD dengan Kepa.la Desa. . -
o (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penankan
. kembali rancangan Peraturan Desa dlatur denganﬁ.{,}
Peraturan Tata Terub BPD :

= PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN
. S DI DESA -- o

MRS R Pasal 12 o R
B ‘(1) Peraturan Desa ~dan Peraturan chala : Desa’ S
o dmndangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa.-
(2) Pengumumam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala':-?
~ Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllakukan :
" oleh Sekretaris Desa."
o (3) Peraturan Desa dan Peraturan pelaksanaannya wa_ub g
dlsebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemermtah -

REICI o , BABVI e
B PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DI DESA

Baglan Kesatu
' Umum ‘

S Pasal 13 e e T

(1) Bupat1 melakukan pembmaan dan pengawasan.:

-terhadap Peraturan di Desa. . - '

(2) Pembinaan dan: Pengawasan sebageumana d1maksud

pada ayat (1), meliputi = '

SR a. ‘Evaluasi - Rancangan Peraturan Desa tentang

- APBDesa, Pungutan, Tata Ruang, ‘dan Orgamsasn bt

. Pemerintah" Desa yang telah d1scpakat1 bersama'..
- dengan BPD; dan . R

b Klanfikas1 Peraturan Desa




© BagianKedua =
- Evaluasi
Pasal 14

Kepala Desa wajib menyampmkan Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa, Pungutan, Tata Ruang, dan

Organisasi Pemerintah -Desa paling lama 3 (tiga) hari :

kerja, setelah mendapat persetujuan bersama dengan
BPD untuk mendapatkan evaluasx o

Pasal 15 . R
(1) Untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan ‘
Peraturan Desa tentang APBDesa, Pungutan, Tata
Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana
~dimaksud dalam Pasal 14, Bupatx membentuk Tim
Evaluasi.

-{2) Tim Evaluasi sebagaxmana dlma_ksud pada ayat (1) '

dltetapkan dcngan Keputusan Bupatl

Pasal 16 '
(1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 :

ayat (1) melaporkan evaluasi Rancangan Peraturan

Desa tentang APBDesa, Pungutan, Tata Ruang, danf
Organisasi Pemerintah Desa kepada Bupati.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimuat dalam berita acara dan selan_]utnya dltetapkan :
dalam Keputusan Bupatl :

Pasal 17

‘ (1) Bupatl menyampéukan evalua81 Rancangan Peraturan

Desa tentang APBDesa, Pungutan, Tata Ruang, dan 3
Organisasi Pemerintah Desa paling lambat 20 (dua

~puluh) hari kerja terhitung = sejak dltenmanya -

Rancangan Peraturan Desa dxmaksud ‘ B
(2) Kepala Desa menindaklanjuti® hasil evalua31 .
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20
(dua puluh) han kerja sejak dltenmanya hasﬂ -
evaluasi. '

(3) Apabila Kepala Desa tldak menmdaklanjutx hasﬂ'i'ﬂ

evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati
-membatalkan Peraturan Desa . tersebut dengan o

Keputusan Bupati. :
(4) Apabila Bupati belum membenkan hasil evalua81
Rancangan APBDesa, Pungutan, Tata Ruang, dan
Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud .

pada ayat (1), Kepala Desa dapat menetapkan

" Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,

. Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah

Desa yang telah disetujui bersama dengan BPD o
menjadi Peraturan Desa S o



(‘1) Peraturan Desa tentang APBD-esa, v Pungutan Tata

FERRE :,(1) Kepala Desa menyampmkan Peraturan Desa. kepada":f
- '(2) Klarifikasi sebagaimana - dimaksud- pada . ayat (1)}’

o i_‘»(l) Untuk melakukan klanﬁka31 sebagaﬁnana dlmaksud,, :

S

Pasal 18 '

Ruang, dan Orgamsas: Pemerintah Desa yang’-},
- dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (3),. palmg lambat 7 (tu_mh) ‘hari kerja - seJak,'. L
" diterimanya pembatalan harus o d1hent1kan.f'; LR
S pelaksanaannya o p e
E (2) Peraturan =~ Desa - yang bertentangan dengan AT
: kepentlngan umum dan/ atau ketentuan Peraturan SR
* Perundang-undangan_ yang 1eb1h t1ngg1 d1batalkanw-
dengan Keputusan Bupa’u :

Bag1an Ketlga

Klanﬁka31

Pasal 19
 Bupati melalui Camat. ‘sebagai bahan pembinaan dan
- pengawasan pahng lambat 7 (tujuh) hari ker_]a setelah
ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
dllaksanakan dan dltetapkan oleh Camat

v 2 Pasal 20 e

dalam Pasal 19, Camat. membcntuk ‘Tim Klarifikasi ;
- yang keanggotaannya terdiri atas SKPD terkait. . - .

;(2] Tim Klarifikasi sebagaimana dlmaksud pada aYat (1)."? o

' ( 1) Camat sebagaumana dlrnaksud dalam Pasal 20 ayat (1)75

- (2) Peraturan ~ Desa  yang bertehtangan dengan:{.

R :",: vivﬁ '{1) Pembatalan sebégalmana dxmaksud dalam Pasal 21;

o (1] Pcmbatalan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 22
- ayat (1) disertai dengan alasan. L
P L_(2) Alasan pembatalan - sebagalmana : dlmaksud pada"_,

. yang bertentangan dengan - kepentingan umum

dltetapkan dengan Keputusan Bupatx

Pasal 2 1

j melaporkan hasil klarifikasi Peraturan Dcsa kepada
-Bupati dalam bentuk benta acara.”

kepentmgan umum, - Peraturan Desa, dan peraturan).k "'
- Perundang-undangan yang lebih' tinggi, berdasarkan :
hasﬂ klanﬁkam d13ad1kan bahan untuk pembatalan

Pasa] 22

ayat (2) dapat berupa sebaglan atau seluruh maten B
.~ Peraturan Desa. =~ .
- (2) Sebagian atau seluruh maten Peraturan Desa:fj'

o sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) berupa Pasal':_.
dan/atau ayat . L U PN AN P

Pasal 23

" ayat. (1) dengan menunjukkan Pasal dan/atau ayat -

” ~dan/ atau Peraturan Perundang—undangan yang Ieblh
~ __tlnggx R S Mo Sl




-  _‘..:'(3) Pembatalan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1),“'.' ck

i *;  (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dlsetu.]UI:

- ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari. kerja"“f--‘" S
- sejak d1ter1manya Peraturan Desa ’ v e g

o D Pasal 24 . :

: Kepala Desa menghentlkan pelaksanaan Peraturan Desa S
- paling lama 7 (tu_luh) har1 kerja sejak d1ter1manyat’7;[2f R

' :.Keputusan pembatalan R e

' - BABVIII Sl
PENETAPAN DAN PENGESAHAN PERATURAN DESA

IR Pasal 25 L e P e
- (1) Rancangan Peraturan Desa APBDes pungutan tataf, IR
"~ ruang, dan organlsa31 Pemermtah Desa, dapat -
- ditetapkan ' menjadi -~ Peraturan - Desa setelah T
‘mendapatkan hasil evalua31 dari Bupatl

. bersama oleh Kepala Desa dan BPD dlsampalkan oIehf;;»
' Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk dltetapkan
menjadl Peraturan Desa. '

s '(3) Penyampaian -~ Rancangan - Peraturan Desav:.: . ;‘:f;‘vf:

sebagaimana d1maksud pada ayat (1) dllakukan dalam':_ 5
- jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) han keqa )
o terhltung sejak tanggal persetujuan bersama RS

Pasal 26

: ‘(1) Rancangan Peraturan Desa sebagalmana d1maksud3’ff}f S

.,}f(2) Dalam hal rancangan Peraturan Desa sebagmmana'ff}

-~' (3) Sahnya - Rancangah Peraturan Desa sebagaxmana

(4) Kalimat pengesahan yang berbuny1 sebagalmana'__;_

B '.'vf:._Lembaran Desa R

I ( 1) Peraturan Desa‘sejak dlundangkéh; dlnyatakan mula11;

" dalam Pasal 25 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa

dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka -
~ waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak;,:..v.*_'] S

~diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.. FUTE S

. dlmaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh
 Kepala Desa dalam waktu paling  lambat - 20 (dua -
-~ .puluh} hari kcrja sejak rancangan ‘Peraturan Desa"
-7 tersebut diterima, ‘maka rancangan Peraturan Desa =~
. tersebut sah menjadl Peraturan Desa dan Wa_llb S
' diundangkan. SRR

. dimaksud pada’ ayat (2), dinyatakan dalam Kkalimat"
 pengesahan yang berbunyl : “Peraturan Desa ml"'_f’
dmyatakan sah”, ' g |

dimaksud pada ayat (3) harus dlbubuhkan pada.
- ' halaman’  terakhir - Peraturan - Desa  sebelum -
pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalam S

Pasal 27

- berlaku dan mempunyai kekuatan = hukum' -yang:
" mengikat, kecuali d1tentukan laJn d1 dalam Peraturan
Desa tersebut. :

(2) Peraturan Desa sebagajmana dlmaksud pada ayat (1)'5::*‘
tldak boleh berlaku sumt : f




R . BABIX . SRR
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DESA
DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagxan Kesatu N
Peljaturan Kepala Desa

' - Pasal 28 SRR
Peraturan Kepala Desa sebagaimana dxmaksud dalam '

~Pasal 3 huruf b merupakan peraturan pelaksanaan -

Peraturan Desa.

Pasal 29 ¥
.(1) Peraturan Kepala Desa d1tandatangam oleh Kepala
Desa.

(2) Peraturan Kepala Desa sebagaunana dlmaksud pada '}

ayat (1) diundangkan oleh Sekretaris Desa dalamv o

Berita Desa.

- (3) Peraturan Kepala Desa Wa_]lb d1sebar1uaskan oleh -

Pernenntah Desa

" Baglan Kedua :
Pembatalan Peraturan Kepala Desa

- ‘ - Pasal 30 , >
’ Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan
_kepentingan umum dan/atau Kketentuan Peraturan
Perundang-undangan  yang lebih tinggi - dlbatalkan" '
dengan Keputusan Btipati. ' o

, Baglan Ketiga v
Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasa131 S

(1) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ merupakan

- Peraturan Kepala Desa dalam rangka keqa sama
antar-Desa.
(2) Peraturan Bersama Kepala Desa ditandatangani oleh

 kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang-. e

melakukan kerja sama antar-Desa.
~ (3) Peraturan Bersama Kepala Desa dlsebarluaskan'
: kepada masyarakat Desa masmg—masmg ' '

BABX :
KETENTUAN LAIN LAIN

K - Pasal 32 L
(1) Penulisan Peraturan di Desa diketik = dengan
menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengang,
- ukuran huruf 12. »

(2) Teknik penyusunan Peraturan di Desa atau yang o
-setingkat harus berpedoman pada teknik penyusunan' o

dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Bupati .



Pasal 33 TR
Pedoman pembentukan Peraturan di Desa sebagalmana
tercantum dalam Lampn'an I dan II Peraturan ini. W

~ BABXI
' KETENTUAN PENUTUP

o o - Pasal 34 -
Peraturan Bupati ini mulai ‘berlaku pada tanggal
diundangkan. = .

Agar setiap orang mengetahuinya, memérintahkan L

pengundangan Peraturan Bupati ini = dengan
" penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
~Karanganyar. - - | o I

Dltetapkan d1 Karanganyar

pada tanggal 28 Apeit 2014 ;‘- o

. d.BUPATI RANGANYAR% S
<JULIYATMONO

o Dlundangkan dl Karanganyar
, vpada tanggal 28 Apett 20(4

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

 BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR \9- o

- Telah Dikoordinasikan L R
- PEJABAT : PARAF

1. Asisten Pemerintahan . & d}
2. Kepala Bag. Pemdes dan Kel. | '

3. Kepala Bag. Hukum




e 3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan.

e ) 4 Judul ditulis deﬁgan huruf kapltal tanpa dlakhm tanda baca
‘“ " Contoh Penulisan Penamaan Judul altu R

__;:a Jems Peraturan Desa,‘ S

. ~Sesuai dengan pnns1p desentral1sa31 dan otonorm daerah Desa atau
B 2_::3"jvzj-:,sebutan yang lain diberi kewenangan untuk mengatur dan ‘mengurus .
~ kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
. istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka. pengaturan kepentlngan

. masyarakat, BPD bersama Pemenntah Desa menyusun Peraturan Desa
- " -dan Kepala Desa menyusun Peraturan pelaksanaannya yaltu Peraturan’:}f .
e Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa. L

' Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama chala'..‘ :

.- Desa harus disusun secara bena.r sesuai dengan ka;dah*kmdah hukum
' dan teknik = penyusunannya. Untuk itu perlu ~adanya pedoman

S ’-'penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa Peraturan Kepala _—

R Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa R B o

‘,_,TEKNIK PENYUSUNAN - e e T SORTUR R
" Kerangka struktur Peraturan Desa, : Peraturan Kepala Desa, dan LR
.. Peraturan Bersama Kepala Desa terdm darl . e
S AL Penamaan/Judul - S
'~ .B. Pembukaan; -
.. .C, Batang 'I‘ubuh
. D.Penutup;dan.
- E. Lampiran (b11a d1per1ukan) _ S T s e
-+ Uraian - dari masing-masing substa.n81 kerahgka' Peraturan' Desa,
- ,',:';i:‘j‘f‘"Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa, sebagau‘_”
v,"-'.-;‘rbenkut _ : S S . Ny el
o A Penamaan /Judul, mehputl

» 2 Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa,“ dan

o .LAMPIRANI i L
o _PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
~ NOMOR 9 TAHUN 2014
. TENTANG . SRR
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN;', R
- EVALUASI RANCANGAN PERATURAN} S
- DESA. | | S

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

L SeUap Peraturan Desa, Peraturan Kepa.la Desa dan‘ Peraturan ff.v
~ Bersama Kepala Desa mempunyai penamaan/ judul; R

| o Peraturan Bersama Kepala Desa memuat- keterangan mengenal
- jenis, nomor, tahun, dan tentang nama Peraturan yang diatur; =~ -

;]Bersama Kepa.la ‘Desa dibuat singkat dan mencermmkan 151';;:
- Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama},
Kepala Desa;

PERATURAN DESA EUR
' NOMOR..... TAHUN......-_.'_.;;

: TENTANG
(]udul Peraturan Desa}




b J enis Peraturan Kepala Desa,

_ TENTANG ,
~ (judul Peraturan Kepala Desa)

c. Jems Peraturan Bersama Kepala Desa, o

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ..............on.... -
DAN KEPALA DESA....ocorvnrecremeisninriinrs
NOMOR.....TAHUN........ =

- TENTANG :
(judul Peraturan Bersama Kepala Desa)

B Pembukaan, meliputi : : '
1.4 Pembukaan pada Peraturan Desa terdm darl ' '
ca. Frasa "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
: b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa, :
i c. Konsiderans;
~d. Dasar Hukum,
e

. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan_

© Desa dan Kepala Desa";
. Memutuskan; dan
g Menetapkan. ' :
' 2.. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa, terdiri dari :
~ 'a. Frasa "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA"
" 'b. Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa, B
c. Konsiderans; .
‘d. Dasar Hukum;
- e. Memutuskan; dan
- f. Menetapkan. _ :
3. ‘Pembukaan pada Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri dan
Frasa "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
Jabatan pembentuk Peraturan Bersama Kepala Desa; -
-Konsiderans; o L : :
Dasar Hukum;
Memutuskan; dan -
Menetapkan ‘

Mmoo o

C. Batang Tubuh, meliputi : RS a L
" Batang Tubuh memuat semua materl yang dlrumuskan dalam‘

 Pasal-pasal atau Diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan
~ dalam Pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan Kepala“

 Desa yang bersifat mengatur, sedangkan jenis Peraturan Bersama
Kepala Desa yang bersifat penetapan batang tubuhnya dlrumuskan; e

dalam Diktum-diktum.

- Uraian masing-masing batang tubuh, sebagal bcnkut
- 1. Batang Tubuh Peraturan Desa, meliputi: =~ -
'a. Batang Tubuh Peraturan Desa antara 1a1n
1) Ketentuan Umum; =~ .

2) Materi yang diatur;
3} Ketentuan Peralihan (kalau ada) dan
4) Ketcntuan Penutup



b Pengelompokan maten dalam Bab Baglan, dan Paragraf tldak} ,

L Pasal, maka Pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi
 * Bab, Bagian, dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam - -
.~ Bab, Bagian, dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan

R 1) ‘Bab dengan Pasal-pasal, tanpa Baglan dan Paragraf

SRR ~ ditulis, sebagai berikut :

- merupakan keharusan. Jika Peraturan Desa mempunyai materi .
. yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak

- kategori atau kesatuan hngkup 131 maten yang dxatur Urutan
penggunaan kelompok adalah : : o

- 2) Bab dengan Bagian dan Pasal- pasal tanpa Paragraf;
) Bab dengan Baglan dan Paragraf yang terdln dan_’ :
' Pasal-pasal. “ o
N Tata cara penulisan’ Bab Baglan Paragraf Pasal dan ayat}

' 1) Bab diberi nomor urut dcngan angka Romaw1 dan Judul Bab’:’_-" |
semua dltuhs dengan huruf kapltal IR S

. BaBI
KETENTUAN UMUM

L 2) Baglan dlben ‘nomor umt dengan bllangan yang d1tuhs'}:{.ﬁ’vi_

 dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata

', :, 3) Paragraf dlben nomor- urut dengan angka ar ab dan dlben'

S ‘4)j’Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan s

' Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan -

: ~ huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partlkel yang] .
. tidak terletak pada awal frasa AT S
. ,Contoh R B v
( ..... JUDUL BAB...':.;.’..".‘):" o

S ,Baglavn Kedua

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

~ judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal

. judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan

- huruf leunnya setelah huruf pertama dltuhs dengan huruf i
“ kecil. S , ’

3 | Contoh
R Baglan Kedua v IR
’( JuduI Baglan ) R
Paragraf Kesatu :
(Judul Paragraf)

- dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa
.- lebih baik dirumuskan dalam banyak Pasal yang smgkat dan
* . jelas dari pada dalam beberapa Pasal yang panjang dan.
. memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi PR
 Pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat - -
" dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab dan s
f huruf awal kata Pasal d1tu11s dengan huruf kapltal o




Contoh :

Pasal 5

Ayat adalah merupakan rincian dari Pasal, "pvenulisannya
diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca

“kurung tanpa diakhiri tanda baca. 1 (satu) ayat hanya

 mengatur 1 (satu) hal dan dlrumuskan dalam satu kahmat

Contoh

Pasal 21

Jika satu Pasal atau ayat memuat rincian unsuf, maka di

- samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, i
- dapat pula d1pert1mbangkan penggunaan dalam bentuk

tabulasi.

- Dalam membuat rumusan Pasal atau ayat dengan tabulasi,

oo

hendaknya diperhatikan hal-hal, sebagai berikut : o
a. Setiap rincian harus dapat dxbaca sebagai satu rangkaxan
kesatuan dengan kalimat berikut;

Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil; _
Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (,),
Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang

. ke dalam;

~e. Kalimat yang mas1h mempunyal rincian leblh lanJuth

diberi tanda baca titik dua (:);

- f. Pembagian rincian hendaknya tidak meleb1h1 4 (empat)

tingkat. Jika rincian lebih dari 4 (empat) tingkat, maka
perlu  dipertimbangkan pemecahan Pasal yang .
bersangkutan ke dalam beberapa Pasal.

~Jika unsur atau rincian dalam tabulasx dlmaksudkan L

. sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan

kata "dan" di belakang rincian kedua darl belakang

| M

= a. Tlap-tlap r1n01an d1tanda1 dengan huruf a dan setemsnya :

b, Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut"

maka perincian itu-ditandai dengan angka 1 2, dan
seterusnya : : »

) PN .
- U ;
b ; dan
e ereeeesscesesessecsesensasererenaresnns ;
c :
© eeeeseensseasseentrencirassencrnnasrnant
. ¢ EA IR TEIERNRIRNNt e anantteteRBRENNBIORRES y -
2 s dan
....................................... ’
.' .

lebih kecil, maka unsur yang leblh kecﬂ dltuhskan agak )



. o th_ gambaran pcnuhsan kelompok Batang 'I‘ubuh"”;; SRR

o BABI e
KE'I‘ENTUAN UMUM

Pasal 1 R
(ISI Pasal 1) T

BAB II R
(JuduI Bab) : S

Pasal
[ISl Pasal)

‘BABII
(Judul Bab) :

Baglan Kesatuj-}{, P A
(Judul Baglan) R

e ‘ Paragraf Kesatu o

‘{:' 2 Batang 'I‘ubuh Peraturan dan Peraturan Bersama Kepala Desa
. meliputi: -

‘a. Peraturan. Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa

"~ adalah bersifat Mengatur (Rechtghellzng), mehputl s

1) Batang tubuh - Peraturan Kepala - Desa - dan Peraturan
" Bersama Kepala Desa memuat semua maten yang akan

- dirumuskan dalam Pasal-pasal o v

' 2) Pcngelompokan dalam batang tubuh terdlrl atas

- a) Ketentuan Umum,,)::’f R
. b) Materi yang diatur; - =
Q) Ketentuan Peralihan (kalau ada),

: d) Ketentuan Penutup R




o 3) Maten ‘muatan Peraturan Kepala Desa adalah merupakan’f
©. " pelaksanaan dari Peraturan Desa; -

 4) Tata cara perumusan dan penuhsan maten muatan batang.:}g_ v -
 tubuh Peraturan Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara'v?'i- e
» perumusan dan penuhsan maten muatan Peraturan Desa '

D Penutup SRR f : - » o cT
- Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Dcsa, dan.{;,]" SRR
' Peraturan Bersama Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut: =~
- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, dlletakkan d1 sebelah"f
. kanan;
- b. Nama _]abatan ditulis dengan huruf kapltal dan pada akh1r kata"f’ -
© . diberi tanda baca koma; - . S
" c. Nama lengkap Pejabat yang menandatangam, dltuhs dengan huruf
. kapital tanpa gelar dan pangkat; = :
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Peratm'an
Bersama Kepala Desa dltandatanganl oleh Kepala Desa i‘ LT

,E'."..Penjelasan , . o
~ Apabila suatu Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa S
- memerlukan penjelasan ba1k pcnjelasan umum maupun penjelasan
. Pasaldemi Pasal.  ~ = _ e
- Pada Bagian penjelasan umum blasanya dlmuat p011t1k hukum yang"' '
melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan ‘Kepala
.- " Desa yang bersangkutan. Pada bagian pcn_]elasan Pasal deml Pasal
- dijelaskan materi dari norma«norma yang terkandung dalam setlap T
' Pasal di dalam batang tubuh. = oo
. Hal-hal yang perlu dlperhaukan da]am penjelasan adalah :
- 1. Pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan i
. i Bersama Kepala Desa agar tidak menyadarkan argumenta81 pada,j.;_'
! penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa, -
- Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa yangl .
! dapat meniadakan keragu raguan dalam 1nterpresta31, o
.. 2. Naskah penjelasan disusun (d1buat) “bersama-sama . dengan_v_
.7 Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang o
- i bersangkutan; - : : -
. 3. Penjelasan berfungsi sebaga1 tafs1ran atau materx tertentu : -
“ 4. Penjelasan - tidak dapat d1paka1 sebagau dasar hukurn untuk’;f;f
- . membuat Peraturan lain; :
5 Judul - penjelasan lama dengan _]udul Peraturan Desa, Peraturan"‘ R
R Kepala Desa, dan - Peraturan Bersama Kepala Desa yang RN AR
.. bersangkutan; : :
- 6. Penjelasan terdiri atas" penjelasan umum dan pen_lelasan Pasaljv_.
- “-: yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi; SRR SR S
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis - mengenal 1atar
.~ ! belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan, ‘serta
. pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan - Desa o
- Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa; -~ =
- 8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan"‘
. angka Arab jika hal itu lebih memberlkan keJelasan, S i
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang dlatur dalam maten
. ! Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; . R
~~ 10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada sl




oL

- Bersama Kepala Desa dapat mehputl - : o
1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyernpurnakan
- atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk
'~ Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun pcrkataan angka, huruf
W 'jff'f’tanda baca, Lampiran, dan lain-lainnya; =~
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lam, ba1k yangf n
' berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat, maupun perkataan
o angka huruf, tanda baca, Lamplran, dan la1n-la1nnya R 7
e ,Dalam ‘'mengadakan perubahan  terhadap suatu Pcraturan Desa,"f»f
. Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa, hal hal'f'
~ yang harus diperhatikan, adalah sebaga1 berikut : T
LA ;Dllakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya, -
" b. Peraturan Desa diubah'dengan Peraturan Desa, - Peraturan Kepala
o " Desa dengan Peraturan Kepala Desa, sedangkan Peraturan’ Bersama
. Kepala Desa diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Desa;
"~ c. Perubahan Peraturan: Desa, -Peraturan Kepala Desa, dan: Peraturan'i
Bersama Kepala Desa dllakukan tanpa mengubah 81stemat1ka yang’l_ ‘_
.7 diubah; SR
d ‘Dalam penamaan d1sebut Peratura.n Desa Peraturan Kepala Desa o

>12 Tidak boleh memuat 1st11ah atau pengertlan yang sudah dlmuat:’,:

: v'_11 Tldak boleh sekedar pengulangan semata—mata dar1 materl_?
 Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama
Kepala Desa; -

~dalam ketentuan umum

”;‘13 Beberapa pasal yang t1dak memerlukan pen_]elasan, dlplsahkan

:""PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA DAN'."_.;- |
' PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA - | L

S o 'yang diadakan itu adalah perubahan yang kebeberapa kah
L Contoh perubahan Vang pertama kah S , .

- ; PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA (]udul Peraturan Desa) o

e Contoh perubahan selanlutnva

- ’Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa - yang diubah, harus .
'.:.f“d1kemukakan ‘alasan-alasan  atau pertlmbangan-pertlmbangan
g mengapa Peraturan yang Iama perlu dladakan perubahan, s e

- dan dlben keterangan cukup _]elas

~ Peraturan Bersama Kepala Desa mana yang diubah dan perubahanff,“;j

o TENTANG

PERATURAN DESA ... i
'NOMOR..... TAHUN......

i . | TENTANG R S o
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA (]leul Peraturan Desa)

e Dalam kons1derans Menlmbang Peraturan Desa, Peraturan Kepala -




T E f. JbBatang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturanf:;{‘

e Bersama Kepala Desa yang- diubah, hanya ditulis dengan angka L
RS ;Romaw1, dlmana Pasal~pasal tersebut dlmuat ketentuan sebagaij
. berikut : c : : : e
1) Pasal I ‘memuat segala sesuatu perubahan dengan dlawah-“i”" [
penyebutan Peraturan . Desa, - Peraturan Kepala Desa, ‘dan = -
“Peraturan Bersama - Kepala Desa yang  diubah dan urutan
perubahan perubahan tersebut hendaknya d1tanda1 dcngan huruf
S ‘besar A, B, C, dan seterusnya; .- R
e 2) Pasal II memuat ketentuan mengenm mu1a1 berlakunya Peraturan P
. Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama chala Desa‘ o
R y perubahan tersebut. : coo :
- g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturanf:
© - 'Bersama. Kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang . kali,
,,sebalknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan -
© . Bersama Kepala Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa,j’_ e
—— ..Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang SR

s h. Apablla pembuat Peraturan Desa, Peraturari’ Kepala Desa, dan L

" Peraturan Bersama Kepala Desa berniat - “mengubah . secara '
C besar-besaran’ demi kepentingan . ‘pemakai, - leblh ‘baik apablla:fﬁj':_ R
xif“.»;i,dlbentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan”t,"-‘--. o
. Bersama Kepala Desa yang baru; | | s
R R Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala' S
~ . Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa (dalam Pasal I), sebaga.l, ERRRRE
" berikut: - IR
L '1) ‘Apabila suatu Bab Baglan Pasal atau ayat akan d1hapuskan T
. angka 1 (satu) nomor Pasal itu hendaknya tetap dltuhskan, tetap1 e
. tanpa isi, hanya dltuhskan "dlhapus o . v | R
ocomtor:

Coo BAB V Pasal dlhapus
L2 ’Apablla d1 antara 2 (dua) Pasa] akan dlslstkan suatu Pasal baru LR
.. yang tidak mempakan suatu penggantian dari suatu Pasal yang - .
. telah dihapuskan itu, maka Pasal baru 1tu tidak - boleh R
4 dltempatkan pada tempat pasal yang dlhapuskan S L
- . Dalam penulisannya Pasal baru itu dltempatkan di antara kedua
~ ' Pasal tersebut dan ‘diberi nomor sesuai dengan Pasal yang'-;_;
o terdahulu dan d1tambahkan dengan huruf A (Kapltal) “ -
Contoh _ .

RN baru maka pasal baru 1tu d1tuhskan dengan “Pasal 14A” o o

o 3) .,'Apablla dlantara 2 (dua) ayat akan dlsls1pkan ayat baru, maka‘j,f;
|- ayat baru itu tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada -
. dan diberi nomor sesua1 dengan ayat yang terdahulu dengan»
e menambahkan huruf a. _ B
B Contoh : it

v 7';’>Apab11a dlantara ayat (1) dan ayat (2) aka.n dlSlSlpkan ayat baru e
~ . maka diletakkan d1antara ayat (1) dan ayat (2) dan d1tu11skan :
ayat (l)a F P Sl




4) Apabila suatu perubahan mengenal pensulahan yang. mempunyal .
. kesatuan makna, maka perubahannya d1usahakan agar udak -
" menimbulkan suatu pengertlan baru. - B

Contoh : .

‘Jika istilah "w11ayah Desa Kragan" akan dmbah menjadi "w11ayah ‘
Desa Sukosari’, maka janganlah hanya mengubah perkataan
"Kragan" menjadi "Sukosari’, tetapi seyogyanya perubahan
tersebut dilakukan sebagai bcnkut wﬂayah Desa Kragan dlgantl
dengan wﬂayah Desa Sukosan

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA DAN

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

a. Pencabutan dengan penggantian ' ‘
Pencabutan dengan - penggantian terjadi apablla Peraturan Dcsa,

- Peraturan Kepala Desa, atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang
ada digantikan dengan Peraturan Desa, atau Peraturan Bersama
Kepala Desa yang baru. Bentuk luar dari Peraturan Desa atau
Peraturan Kepala Desa, atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang
baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan
Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan o

tersebut dapat d11eta1d<an di depan (dalam pembukaan}

Contoh
Memmbang : a. bahwa..... t1dak sesuai dengan perkembangan
- keadaan, maka.....perlu diubah; : v
. b. bahwa  untuk maksud tersebut . perlu_
o membentuk...v..';' IR A
o . MEMUTUSKAN T
) ’}'Menctapkan : PERATURAN DESA TENTANG ...... ..(judul Pcraturan

A Desa)

'Akan tetapi, apablla ketentuan pencabutan tersebut dlletakkan d1

belakang (dalam ketentuan penutup). Peraturan Desa, Peraturan
Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dicabut
tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti
Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama

-Kepala Desa tersebut tercabut, tetapl peraturan pelaksanaanya masuh' B 'f.} L T

. dapat d1nyatakan berlaku.
Contoh .

KETENTUAN PENUTUP

L o Pasal 88 » . :

. Dengan Dberlakunya Peraturan Desa  ini,- maka Peraturan :

. Desa.....Nomor......Tahun......tentang - Anggaran Pendapatan dan
Belan_]a Desa dmyatakan dicabut dan tidak berlaku ,



| RAGAM BAHASA el

| A Bahasa Perundang-undangan 3 o
/1. Bahasa Perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesw. yangif'

b Pencabutan tanpa penggantlan . ' R
1) Dalam pencabutan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa, dan

. Peraturan ' Bersama Kepala Desa yang = dilakukan tanpa .

..' penggantian, bentuk luar Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa,
- dan Peraturan Bersama Kepala Desa . ‘tersebut mempunyal;t”ff_

e kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala = -
"~ Desa, dan Peraturan’ Bersama Kepala Desa, yaitu bahwa batang = -

- tubuh- Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan

o vBersama Kepala Desa tersebut akan terdiri atas 2 (dua) Pasal yang‘_:
- diberi angka arab dimana masing-masing Pasal tersebut, berisi: =
BT a) Pasal 1 ben81 tentang ketentuan pencabutan Produk Hukum,__
.- b) Pasal 2 ben51 tentang ketentuan mula1 bcrlakunya Peraturanf
~© Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut. =~ -
_ Pencabutan  Peraturan  Desa, Peraturan Kepala Desa, dan‘
. Peraturan Bersama Kepala Desa juga dilakukan oleh Pe_]abat yang
L berwenang membentuknya dan dengan Peraturan yang se_]ems RS
Contoh e : o R :

IR PERATURAN DESA -
TENTANG PENCABUTAN PERAT URAN DESA
' NOMOR TENTANG L

- Ragam ' Bahasa yang d1paka1 “dalam’ menyusun Peraturan Desa,ff”: G E
- Peraturan Kepa]a Desa, dan Peraturan Bersama chala Desa adalah s

- ! tunduk pada’ kaidah tata Bahasa Indones1a ‘yang menyangkut}f;{-
- pembentukan kata, penyusunan ‘kalimat maupun pengejaannya. - -

| Bahasa Perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang =~ . .
. khas yang bercmkan kejermhan pengertlan kelugasan kebakuan,f"_ B
" . dan keserasian; o
- 2. Dalam merumuskan materl Peraturan Desa, Peraturan Kepala. s
Desa, dan Peraturan. Bersama Kepala Desa maka pilihlah kalimat = -
-+ yang lugas -dalam arti - tegas, ‘jelas, dan . mudah ditangkap ..~

- pengertiannya. -Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan ~
 'salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi
- i setiap pembaca ‘Hindari - pemakalan istilah - yang pengertlannyaf_”f

" kabur dan kurang jelas. Istilah yang ‘dipakai - sebaiknya sesualf‘
 dengan pengertian yang biasa dlpakal dalam bahasa sehan harl '
3. Hindari pemakaian, sebagai berikut :. EO
i a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertlan yang sama,

' b. Satu istilah untuk beberapa pengertlan yang berbeda. "
. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan: arti dalam»
' peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti -
yang dipakai dalam Pcraturan Perundang—undangan yang lcblh
- tinggi derajatnya;
5. Apabila istilah tertentu d1paka1 berulang-ulang, maka untuk»‘f_, R
menyederhanakan susunan Peraturan- Desa,- Peraturan ‘Kepala .. .o
“". " Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa. dapat dlbuat deﬁnls1 SR
. iyang dltempatkan dalam “Bab Ketentuan Umum?”; e

6. Jika istilah tertentu dipakai- berulang-ulang, maka untuk: o
R menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan R

RENCREE smgkatan atau akromm, EREY e S




7 Smgkatan nama atau badan atau lembaga yang belum beglt:u '
dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum,

. dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia’ i

maka  setelah tulisan Iengkapnya, smgkatannya dlbuat di antara
tanda kurung; ‘

. Dianjurkan sedapat mungkm menggunakan istilah pembentukan

Bahasa Indonesia. Pemakaian istilah asing yang banyak dipakai

- dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, _]1ka istilah asing- itu
- memenuhi syarat sebagai berikut : v

a. Mempunyai konotasi yang cocok;

~ b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam o

Bahasa Indonesia;
. Lebih mudah tercapamya kesepakatan

i d. Lebih mudah dlpahaml dari - pada teqemahan Bahasa

ndone81a

e. Dalam penuhsannya untuk dlcetak mmng

B P111han Kata atau 1stllah

1.
" termasuk dalam golongan, = digunakan kata "kecuali". Kata
. "kecuali" ditempatkan di awal kahmat Jlka ‘yang dlkecuahkan

Pemakaian kata "Kecuali®, urituk: menyatékan makna tidak

o induk kalimat;

. Pemakaian - kata "Disamping", . untuk menyatakan makna
- termasuk, dapat digunakan kata "disamping”; K
. Pemakaian kata "Jika" dan "Maka", untuk menyatakan makna -

. pengandaian atau kemungkinan, dlgunakan kata "jika" atau frasa

. "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan -

! yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kahmat

- diawali kata "maka"; :
. Pemakaian kata "Apabila", untuk menyatakan atau menunjukkan

. uraian atau penegasan waktu terjadinya . sesuatu, sebalknya
g‘menggunakan kata "apabila" atau "bila";
. Pemakaian kata "dan", "atau”, "dan/ atau" untuk menyatakan Slfat
. yang kumulatif, digunakan kata "dan", untuk menyatakan sifat
" alternatif digunakan kata "atau", sedangkan untuk menyatakan.
 sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa "dan/atau”;
.- Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak";
. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau
! kata "boleh". Kata "dapat’ merupakan kewenangan yang melekat
. pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri
. seseorang. Untuk menyatakan 1st11ah kewajlban, dlgunakan kata}
"wajib"; -
.. Untuk menyatakan 1st11ah sekedar kondlsl atau persyaratan

- digunakan kata "harus"; gy

.. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kond1s1 yang dlwajlbkan
?, digunakan frasa "tidak dlwajlbkan" atau "tidak Wa_ub" ' :

C. Tekmk Pengacuan

‘Untuk mengacu Pasal lam, digunakan frasa = "sebagaimana
“dimaksud dalam", sedangkan untuk mengacu ayat lain, dlgunakan
frasa sebagalmana dimaksud pada" :

‘Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara smgkat
‘materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dllakukan ke
‘Peraturan yang tmgkatannya sama atau lebih tmggl, '



: 3 Pengacuan dllakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor
dari Pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa
"Pasal yang terdahulu” atau "Pasal tersebut di atas" atau "Pasal

o -

ini".

JBUPAT KA‘RANGANYA‘R/,

. RJULIYATMONO -

Telah Dikoordinasikan

PEJABAT PARAF.
1. Asisten Pemerintahan A
2. Kepala Bag. Pemdes dan Kel 8/ P
3. Kepala Bag. Hukum /




LAMPIRAN I = ' o
'PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
'NOMOR |9 TAHUN 2014
TENTANG s '

- PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
-DESA. '

FORMAT PERATURAN DI DESA

vPERATURAN DESA -

(lambang Karanganyar)
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

_ PERATURAN DESA....... (Nama Desa)
| NOMOR ... TAHUN ...

- TENTANG
(Judul Peraturan Desa)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .o {Nama Desa)

Menimbang : a. bahWa.......oerrene. R eeresirneeeeserasnes et ;
S b. bahwa.......cccvvvinnnnns eeeraens ereenrenas eereemsierenesenses eeresaeenns)
N S C. dAn SELEIUSIIY e ieuirerereeeeirenreenienissusenssesssassonsaissssossssns 3
Mengingat Sl ieeeeiieienienieaiiiiinaieissiseisstenrsessassancasrassasnsnananssaseunsasaesaayes ;
I e ireteretnrereiaeusterererrterentetasaatentaerensasasntnsasieastsraeractsesasaoan i

3. dan SELEIUSIIYA. .cievuuierrrniaaerrensreensesreansernssossassossasssssennes 3

Dengan Persetujuan Bersama ’

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ......... (Nan‘ia Desa) -
KEPALA DESA ...... (Nama Desa)
MEMUTUSKAN |

Menetapkan - PERATURAN DESA TENTANG . (Judul Peramran Desa).

: BAB I
KETENTUAN UMUM

: § Pasal 1 :
Dalam Peraturan Desa 1n1 yang dlmaksud dengan

BAB II

o Bagxan Kesatu o '
'...................................;....;...(]udulbagxan)

AR Paragraf Kesatu . '
eeeereeseecrecsussrernesaesanssniecnssanae (]udul paragral)



. 'Peraturann Desa ini mulal berlaku pada tanggal d1undangkan

R Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa...

o pada tanggal

' LEMBARAN DESA... TAHUN ... NOMOR .

- "?‘-B_ AB B

Pasal

KEI‘ENTUAN PERALIHAN (apab11a ada)

L o BAB .. S
-: KE’I‘ENTUAN PENUTUP

Pasal

: 'v'j;:'ingar set1ap orang mengetahulnya “memerintahkan penguﬁdangmg

N }.’:,*-'_Dltetapkan d1
Jeeend ""}“:_v;ﬁ:{.‘pada tanggal , T R A
FEATTI ?ﬁ.f_f, KEPALA DESA ,(Nama Desa), ST

ema Tanp Gl D Pangi
T D1undangkan dl | | -

- .'SEKRETARIS DESA




PR |

I PERATURAN KEPALADESA |

(lambang 'Karanganyar)
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA ....... (Nama Desa)
NOMOR - TAHUN .. .

TENTANG |
(Judul Peratu':::;m Kepala .Dc.s.;).
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

C : » KEPALA DESA (Nama De‘sva)
l 3f}ff"‘,'_Menimbang s a. bahwa :

.......................................................................... ;o
[T 0 ¥- o 12 T S SO ;
T C. dan SeteIUSNIY .. ccvviieiiiieiiiiirnneicrietiiserrnrieenssuaessssens A
Mengingat : : ‘1. ooQDOCODCOOOOOCOIOOOCOOOQ; 00000000000000000000000000000000000000000 ‘0‘00!‘0 oooooooooooo ;
; : N ) A. . 2 ‘.'..0'....0‘.00.'..0‘l..o.b‘-l.....ocoll.-.Q.OO.......‘....O...o.."o.; 00000000000000 ;
3. dan seterusnya, '

o o MEMUTUSKAN : | -
© Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA: TENTANG e (udul
T Peraturan Desa) : , o .

.; BABI
- KETENTUAN UMUM

: Pasal 1 -
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dlmaksud dengan :

BAB II
'~ © Bagian Kesatu
o []udul baglan)

v Paragraf Kesatu .
tereeensenrenerastaesursnssaranesenns (]udulparagrai)

Pasal

BAB ..
KE'I‘ENTUAN PERALIHAN (apablla ada)




i . BAB.
 KETENTUAN PENUTUP |

. ' ~ Pasal .. '

- Peraturan Kepala Desa i ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan _

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
- Peraturan KepaJaADesavlm dengan penempatannya dalam Berita Desa....

' Ditetapkan di ...
- pada tanggal ... v
KEPALA DESA...,(Nama Desa),

" (Nama Tanpa Gelar Dan »Pang'kat)

Diundahgkan di H | J
- pada tanggal ,
. SEKRETARIS DESA

(Nama]

v BERITA DESA TAHUN NOMOR



PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

R (lambang Karanganyar) L
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR o

PERATURAN KEPALA DESA...‘.... (Nama Desa) S
’ DAN KEPALA DESA....Z.. (Nama Desa) - e
...~ “NOMOR ... TAHUN .. EREE ’
NOMOR TAHUN

TENTANG S

(Judul Peraturan Kepala Desa)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i  KEPALA DESA .. (Nama Desa) DAN
| KEPALA DESA .. (Nama Desa), |

_“Menimbang " : a. bahwa ........ SRR

Mengingat =~ -: 1, ,

MEMUTUSKAN L o
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG
O L (Judul Peraturan Bersama Kepala Desa) e

S BABI S
KETENTUAN UMUM e

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dlmaksud dengan

BAB II

A TR Baglan Kesatu L
e ff-{-,v;’,v.'..,..’;.','..7,...t,:.,....,.;.;-.' ........ (]udul baglan)

e I Paragraf Kesatu o
el '..:.;,;";......;;;.‘ ...................... (]udul paragrai)

- KETENTUAN PERALIHAN (apablla ada)




o d1undangkan

KETENTUAN PENUTUP

L e o . Pasal ' L
Peraturan Bersama Kepala Desa mulal berlaku pada tanggal

. Agar setiap - orang mengetahumya memenntahkan pengundangan"f‘?'

Desa ..... (nama desa] dan Berlta Desa (na.ma desa)
KEPALA DESA ..... (nama desa)
- :"‘(Nama tanpa gelar dan pangkat)

B pada tanggal..... ©*  Pada tanggal..... . ST maE
o SEKRETARIS DESA (nama. desa), - SEKRETARIS DESA ...... (nama desa), .

o (nama tanpa gelar dan pangkat)

' BERITA DESA ... TAHUN .. NOMORT.‘.‘-‘?,DAN};'.f'ff""  SR
B BERITA DESA ... TAHUN ... NOMOR

" Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Bentaﬂv -

 KEPALADESA.. (namadesa)

- v‘i.:_':,‘.lDlundangkan dl..'.".. . ; Y

"".f,.:Dlundangkan d1....'.3 M

" (nama tanpa gelar dan pangkat)

-'Telah Dikoordinasikan dBUPATI KARANGANYAR» 1 g
S _PEJABAT " |PARAF| Vi~ b oy
1. Asmten Pemermtahan & d; o

2 Kepala Bag Pemdes dan “
o 3 chala Bag Hukum I 7




